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Kebijakan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik
(Good  Corporate  Governance)

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Governance) atau selanjutnya di sebut GCG, memiliki arti penting dalam pengelolaan

suatu organisasi bisnis, terlebih lagi bagi PT Petrokimia Gresik, sebuah perusahaan

bisnis yang bergerak di bidang industri pupuk yang erat kaitannya dengan

kepercayaan stakeholders, Sejumlah manfaat yang sangat besar  ketika prinsip-

prinsip GCG  dapat diterapkan  dengan baik, karena dengan penerapan GCG dapat

mendorong terciptanya  persaingan  yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Penerapan juga diharapkan  dapat merefleksikan penegakkan prinsip etika dan moral

yang bersifat universal.

Dalam rangka mendukung visi dan misi PT Petrokimia gresik serta untuk mewujudkan

harapan yang terkandung di dalam penerapan prinsip-prinsip GCG perusahaan telah

menyusun suatu buku pedoman sehingga akan terjadi peningkatan dan penyesuaian

standar GCG yang lebih konstruktif dan fleksibel bagi perusahaan, maka Direksi PT

Petrokimia Gresik menetapkan Kebijakan GCG yang harus dilaksanakan oleh seluruh

organ utama dan organ pendukung serta Karyawannya sebagai   berikut :

1. Organ Utama (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) serta Organ

Pendukungnya  (Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen

Risiko, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern) dan Karyawan wajib menerapkan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten

sebagai landasan operasional.

2. Penerapan  Tata    Kelola  Perusahaan Yang   Baik  (Good Corporate Governance)

pada perusahaan dilaksanakan berdasarkan Pedoman ini dengan tetap

memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan Anggaran Dasar

Perusahaan.
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Organ Utama dan Organ Pendukung serta Karyawan bertanggung jawab atas

dilaksanakannya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Governance) guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Buku ini ditetapkan di :  Gresik
Pada tanggal : September 2016

Direksi, Dewan Komisaris,

Ir. Nugroho Christijanto, M.M Ir. M. Djohan Safri, MM
Direktur Utama Komisaris Utama

Ir. I Ketut Rusnaya, MBA Drs. Andi Muawiyah Ramly
Direktur Produksi Komisaris

Ir. Meinu Sadariyo Ir. Hari Priyono, Msi.
Direktur Pemasaran Komisaris

Ir. Arif Fauzan, MT Drs. Heriyono Harsoyo, M. Psi.
Direktur Teknik & Pengembangan Komisaris

Pardiman, SE., M.M Ir. Mahmud Nurwindu
Direktur Keuangan Komisaris

Rahmad Pribadi, CIA, MPA Yoke C. Katon, ST. MM.
Direktur SDM  & Umum Komisaris
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1 Perusahaan Perusahaan (Perseroan) adalah PT Petrokimia Gresik

2 Organ Utama Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan
Dewan Komisaris perusahaan

3 Organ Pendukung
Dewan Komsiaris

Organ Pendukung  terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Sekretaris
Dewan Komisaris.

4 Organ Pendukung
Direksi Organ Pendukung Direksi terdiri dari  Audit Intern dan Sekretaris Perusahaan.

5 Remunerasi Remunerasi adalah pemberian yang merupakan penghargaan atas jasa yang telah
diberikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

6 Donasi Donasi adalah sumbangan tetap berupa uang, pemberian, atau hadiah (Kamus Besar
Bahasa Indonesia)

7 Pengurusan Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai
maksud dan tujuan perusahaan (PP No 45 tahun 2005)

8 Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses, cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan
tenaga orang lain;  proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan
organisasi;  proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat
dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (Kamus Besar Bahasa
Indonesia)

9 Stakeholders

Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau
tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk di dalamnya
pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok, kreditor, dan
masyarakat (Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite
Audit yang Efektif, oleh Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan Corporate
Governance 2004)

10 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan
Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Pengendali, serta
bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi
kepentingan perusahaan (Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman
Pembentukan Komite Audit yang Efektif, oleh Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance 2004)

11 Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan
dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Dewan Komisaris, atau Pemegang
Saham utama perusahaan (Pedoman Dewan Komisaris Independen dan Pedoman
Pembentukan Komite Audit yang Efektif, oleh Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance 2004)

12 Anak Perusahaan

Anak Perusahaan adalah perseroan yang :

a)  lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh perusahaan
(PT Petrokimia Gresik)

b)  lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh
perusahaan (PT Petrokimia Gresik)

c)  kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan
Dewan Komisaris sangat dipengaruhi oleh perusahaan (PT Petrokimia Gresik)

13 Anak Perusahaan BUMN
Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan yang sebagian besar sahamnya dimiliki
oleh BUMN dan perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN (Peraturan Meneg
BUMN No: PER-01/MBU/2011)
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Hal. 1

BAB  I
PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good

Corporate Governance /GCG) di PT Petrokimia Gresik :

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) disusun dengan maksud
untuk mempercepat proses penerapan prinsip-prinsip GCG  yang optimasi di
perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan
baik  ditingkat nasional maupun Internsional. Sebagai Anak Perusahaan dari PT
Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresk mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) merupakan kaidah, norma
ataupun pedoman perusahaan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan
perusahaan yang baik dan sehat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan,
maka pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik perlu lebih
dioptimalkan, agar perusahaan dapat mengoptimalkan peran serta
kemampuannya guna mempertahankan keberadaannya /eksis dalam
perkembangan ekonomi dunia yang makin terbuka dan kompetitif, untuk itu perlu
menumbuhkan budaya korporasi yang sehat dan profesionalisme yang tinggi, hal
tersebut diperlukan komitmen bersama antara Dewan Komisaris, Direksi  dan
karyawan.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bukan hanya upaya membentuk mekanisme
administrasi yang baku dalam wujud manual, aturan dan daftar, tetapi lebih
kepada upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Oleh karenanya
implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sangat memerlukan komitmen
dan niat baik seluruh organ perusahaan (Pemegang Saham, Dekom, Direksi).
Untuk kesinambungan hidup Perusahaan dan untuk mencapai Visi, Misi
Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bukanlah lagi suatu
pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan.
PT Petrokimia Gresik yang merupakan perusahaan pupuk terlengkap di
Indonesia menghasilkan berbagai jenis pupuk yang terdiri dari pupuk Urea, ZA,
SP-36, Phonska, NPK Kebomas,  DAP, ZK, Petroganik, dan produk non pupuk
lainnya yaitu Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat, Aluminium Fluorida, Crude
Gypsum, Purified Gypsum, Cement Retarder, CO2 Cair, CO2 Padat, HCl.
Pengurusan dan pengawasan PT Petrokimia Gresik telah dilaksanakan dengan
baik, perlu dilakukan peningkatan, oleh karena itu pengurusan dan pengawasan
perusahaan harus dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Upaya PT Petrokimia Gresik untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) terus dilakukan dengan membentuk struktur
organisasi Staf Tata Kelola Perusahaan di bawah Departemen Tata Kelola
Perusahaan dan Manajemen Risiko, Kompartemen Sekretaris Perusahaan
dengan No. 0329/ LI.00.01/30/SK/2014, tanggal 01 Desember 2014, dengan
tugas dan tanggung jawab antara lain :
1.1.1. Melakukan pengkajian bidang GCG sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan perusahaan untuk penyempurnaan sistem dan proses
penerapan GCG di Perusahaan
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1.1.2. Melakukan pemutakhiran perangkat / Pedoman yang terkait dengan
implementasi GCG secara periodik.

1.1.3. Melaksanakan sosialisasi perangkat GCG kepada seluruh karyawan PT
Petrokimia Gresik

1.1.4. Melaksanakan assessment / self assessment GCG dengan
memperhatikan kesesuaian terhadap standar yang belaku secara regional
maupun nasional

1.1.5 Memonitoring / pelaksanaan tindak lanjut Area of Improvement
rekomendasi hasil assessment yang dilaksanakan  oleh Assessor
Eksternal yang bekerjasama dengan unit kerja terkait.

1.1.6 Membuat laporan dan usulan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh
perusahaan berkenaan dengan penerapan GCG di PT Petrokimia Gresik.

1.1.7. Melaporan perkembangan implementasi GCG PT Petrokimia Gresik
kepada Pemegang Saham secara periodik (semesteran)

Agar wujud aktual penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  lebih efektif
maka perlu dibuat Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Petrokimia
Gresik yang secara berkala akan dilakukan pemutahirannya.

1.2 Visi, Misi Perusahaan :

1.2.1 Visi Perusahaan :
“Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya
saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen”
Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah menekankan pada
unsur efisiensi dan unsur keunggulan, baik kualitas maupun image
perusahaan dalam kancah perdagangan nasional maupun internasional.

1.2.1 Misi Perusahaan :
a. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program

swasembada pangan.
b. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan

operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
c. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia

nasional dan berperan aktif dalam community development.

1.3 Tata Nilai Perusahaan (“FIRST”) :
Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi perusahaan, PT Petrokimia Gresik
selalu menjunjung tinggi Tata Nilai perusahaan yang merupakan semangat serta
diyakini menjadi landasan moral dan etika yang akan memberikan perspektif
pada setiap aktivitas yang dilaksanakan. Tata nilai perusahaan ini wajib
dilaksanakan oleh seluruh jajaran perusahaan dari tingkat Direksi sampai
dengan karyawan paling rendah, yaitu:

1.3.1 Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Kelestarian
Lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.  (SaFety);

1.3.2 Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis. (Innovation);
1.3.3 Mengutamakan integritas di atas segala hal. (integRity);
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1.3.4 Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik. (Synergistic
Team);

1.3.5 Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
(cusTomer satisfaction);
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BAB  II
KEBIJAKAN UMUM

TATA  KELOLA  PERUSAHAAN  YANG  BAIK

2.1 Pengertian :
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) adalah
prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

2.2 Dasar Hukum :
2.2.1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.2.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 45 tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tanggal 1
Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

2.2.3 Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-09/MBU/2012 tanggal 6  Juli
2012 tentang Perubahan atas Permeneg BUMN No : PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan GCG pada BUMN (khusus pasal 12);

2.2.4 Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17
Oktober 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara;

2.2.5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17
Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

2.2.6 Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret
2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

2.2.7 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Kep-59/MBU/2004
tanggal 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi
BUMN;

2.2.8 Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.: SK-16/S.MBU/2012
tentang Indikator/Parameter  Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

2.2.9 Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No : SE-02/V/2012, tanggal
tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris PT
Pupuk Indonesia (Persero);

2.2.10 Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012, tanggal
27 November 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata
Ke-lola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Anak Perusahaan PT
Pupuk Indonesia (Persero);

2.2.11 Keputusan RUPS LB tanggal 13 Januari 2016.
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2.3 Prinsip-prinsip :

PT Petrokimia Gresik memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada
setiap aspek proses bisnis  dan semua jajaran Petrokimia Gresik untuk
mencapai kesinambungan usaha (sustainability) PT Petrokimia Gresik dengan
memperhatikan kepentingan Stakeholders, sebagai berikut :

2.3.1 Transparansi :
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam pengungkapan informasi material dan relevan
mengenai perusahaan.

2.3.2 Akuntabilitas :
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ
perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas
dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab
dimaksud, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

2.3.3 Responsibilitas (Pertanggung-jawaban) :
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan wewenang dan
tanggung jawab yang diberikan dan kesesuaian dengan peraturan yang
berlaku baik peraturan internal perusahaan maupun peraturan perudang-
undangan terkait.

2.3.4 Independensi (Kemandirian) :
Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.

2.3.5 Fairness (Kewajaran) :
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku
kepentingan  (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.

2.4 Tujuan dan Manfaat :

2.4.1 Tujuan :
a. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat,

baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk
mencapai maksud dan tujuan perusahaan;

b. Mendorong Pengelolaan Perusahaan secara  profesional, efisien dan
efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
organ perusahaan;
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2.3 Prinsip-prinsip :

PT Petrokimia Gresik memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada
setiap aspek proses bisnis  dan semua jajaran Petrokimia Gresik untuk
mencapai kesinambungan usaha (sustainability) PT Petrokimia Gresik dengan
memperhatikan kepentingan Stakeholders, sebagai berikut :

2.3.1 Transparansi :
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam pengungkapan informasi material dan relevan
mengenai perusahaan.

2.3.2 Akuntabilitas :
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ
perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas
dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab
dimaksud, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

2.3.3 Responsibilitas (Pertanggung-jawaban) :
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan wewenang dan
tanggung jawab yang diberikan dan kesesuaian dengan peraturan yang
berlaku baik peraturan internal perusahaan maupun peraturan perudang-
undangan terkait.

2.3.4 Independensi (Kemandirian) :
Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.

2.3.5 Fairness (Kewajaran) :
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku
kepentingan  (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.
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c. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan
adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku
Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahan;

d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional;
e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi

nasional.

2.4.2. Manfaat :
a. Citra perusahaan yang baik, dengan meningkatkan kepercayaan

stakeholders (Pemagang Saham, Suplier, Masayarakat sekitar,
investors, karyawan, dan pelanggan).

b. Terciptanya kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap Stakeholders maupun kelestarian lingkungan di
sekitar BUMN.
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BAB  III
RUANG  LINGKUP  TATA  KELOLA PERUSAHAAN  YANG  BAIK

3.1 Komitmen :

Perusahaan melaksanakan aturan-aturan serta memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh terhadap kepentingan stakeholders. Untuk itu perusahaan
memiliki aturan-aturan dalam penerapan GCG serta melaksanakan aturan
tersebut.
3.1.1 Aturan-aturan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik :

a. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Code of Corporate Governance).

b. Perusahaan memiliki Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of
Conduct).

c. Perusahaan memiliki Pedoman Kebijakan Direksi dan Dewan
Komisaris (Board Policy Manual).

d. Perusahaan memiliki Pedoman Benturan Kepentingan (Conflic of
Interest)

e. Perusahaan memiliki Pedoman dan Prosedur Pengendalian
Gratifikasi.

f. Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang
dinyatakan secara eksplisit.

g. Aturan-aturan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
telah mencerminkan manajemen Perusahaan yang berorientasi
peningkatan nilai shareholders dan stakeholders.

h. Perusahaan memiliki Kontrak Manajemen atau KPI Perusahaan yang
disampaikan kepada Pemegang Saham.

i. Perusahaan memiliki pernyataan tentang nilai-nilai yang akan
diterapkan dan dinyatakan secara eksplisit.

j. Terdapat personil yang menangani ketaatan aturan GCG dan secara
berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.

k. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik disosialisasikan kepada
seluruh jajaran perusahaan.

l. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK) disosialisasikan kepada
seluruh Elemen Perusahaan.

m.Sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Bisnis akan diatur
tersendiri.

3.1.2 Upaya Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik :

a. Perusahaan berupaya menerapkan praktik GCG sesuai dengan
prinsip-prinsip GCG yaitu, Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi dan Fairness

b. Melakukan assessment GCG internal maupun oleh eksternal asesor
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c. Menindaklanjuti Area of Inprovement (AOI)  hasil assessment GCG
untuk meningkatkan penerapan GCG secara berkelanjutan.

3.2. Organ Utama

3.2.1 Pemegang Saham :
a. Pengertian Pemegang Saham :

Pemegang Saham adalah pemegang/ pemilik surat bukti pemilikan
bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividen dan
lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
Pemilik saham mayoritas adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) (99,99
%), sedangkan pemilik saham minoritas adalah Yayasan Petrokimia
Gresik (0,01 %)

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) :
1. Pengertian RUPS :

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas
yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan
Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Jenis Rapat :
a. RUPS Tahunan, terdiri dari :

RUPS Tahunan Kinerja :

 RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan dan
mengesahkan perhitungan tahunan.
Pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (Acquit
et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah diajukan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut ternyata dalam perhitungan tahunan.

 Waktu Rapat :
RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan dan
mengesahkan perhitungan tahunan diadakan tiap-tiap tahun
selambat-lambatnya dalam bulan Juni, setelah penutupan
tahun buku yang bersangkutan.

RUPS Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP):

 RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan tahun buku berikutnya.

 Waktu Rapat :
RUPS Tahunan tentang RKAP tahun buku berikutnya
diadakan selambat-lambatnya pada hari ke 30 (ketiga puluh)
bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.
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b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPS LB :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perusahaan.
Waktu dan Pemanggilan Rapat :

 Direksi menyelenggarakan RUPS LB dengan didahului
pemanggilan RUPS.

 Penyelenggaraan RUPS LB dapat pula dilakukan atas
permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan
dengan hak suara yang sah; atau Dewan Komisaris. (diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan
alasannya).

 Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan itu
diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu
berhak untuk memanggil sendiri rapat itu atas biaya
Perusahaan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
perusahaan dan pelaksanaan rapatnya harus memperhatikan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin
tersebut.

3. Bahan Rapat untuk RUPS Tahunan :
Penyusunan Laporan Tahunan & RKAP :
a. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi :

 RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan.

 RUPS Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

b. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan
paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku
yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi
menyampaikan :

 Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
ayat 5, Anggaran Dasar Perusahaan.

 Usulan penggunaan Laba Bersih Perusahaan;
 Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan

Perusahaan.
c. RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat
tersebut Direksi menyampaikan :
 Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana
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b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPS LB :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perusahaan.
Waktu dan Pemanggilan Rapat :

 Direksi menyelenggarakan RUPS LB dengan didahului
pemanggilan RUPS.

 Penyelenggaraan RUPS LB dapat pula dilakukan atas
permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan
dengan hak suara yang sah; atau Dewan Komisaris. (diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan
alasannya).

 Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan itu
diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu
berhak untuk memanggil sendiri rapat itu atas biaya
Perusahaan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
perusahaan dan pelaksanaan rapatnya harus memperhatikan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin
tersebut.

3. Bahan Rapat untuk RUPS Tahunan :
Penyusunan Laporan Tahunan & RKAP :
a. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi :
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dimaksud pada Pasal 17 ayat 1, huruf a,b,c dan d, Anggaran
Dasar Perusahaan.

d. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul
yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau
lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan
ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah
diterima oleh Direksi sebelum tanggal penggilan RUPS
Tahunan.

e. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang
tidak sesuai, hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS
dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau
wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara
tersebut, dan keputusan RUPS atau usulan tersebut harus
disetujui dengan suara bulat.

4. Tempat dan Pemanggilan RUPS :
Tempat Rapat :
a. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di

tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama
yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang
saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya
RUPS tersebut, maka RUPS dapat diadakan dimanapun dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

c. RUPS  dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut
disetujui dengan suara bulat.

Pemanggilan Rapat :

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana butir 1, dapat pula
dilakukan atas permintaan :

- Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak
suara yang sah; atau

- Dewan Komisaris.

Permintaan diajukan sebagaimana dimaksud butir 2, kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.

Alasan sebagaimana butir 3, antara lain namun tidak terbatas
pada:

- direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
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- masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris akan berakhir; atau

- dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan
kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir 3 ini, yang
disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS  dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS,
sebagaimana butir 6, maka :

- Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang
Saham, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau;

- Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS
sebagaimana butir 7 huruf a, dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS  diterima.

RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan
RUPS sebagaimana butir 7, hanya  membicarakan  masalah
yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3, dan mata
acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan
panggilan RUPS sebagaimana butir 7 huruf b dan butir 8,
hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada butir 3.

Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan
pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada butir 6 dan butir  8,  pemegang saham yang
meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan
pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapatkan izin dari
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perusahaan.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan
mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan
sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS  diadakan.
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Perusahaan wajib memberikan salinan bahan kepada
Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada butir 12 dan butir 13, dan
penggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir 14, keputusan
RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak
suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

5. Ketua dan Berita Acara RUPS:
a. Apabila dalam Anggaran Dasar Perusahaan tidak ditentukan

lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang Pemegang Saham
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

b. Setiap  penyelenggaraan  RUPS,  risalah RUPS wajib dibuat
dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1(satu)
orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS.

c. Tandatangan sebagaimana dimaksud  pada butir 2, tidak
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta
Notaris.

d. Dalam Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2,
berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan
(termasuk pendapat berbeda/dissenting oponion, jika ada)

6. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan :
a. 1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit

51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perusahaan
menentukan lain.
2. Dalam hak kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan

pemanggilan Rapat kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa

RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum.

4. RUPS kedua  sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam RUPS paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan menentukan
lain.

5. Dalam hak kuorum Rapat kedua tidak tercapai, Perusahaan
dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan
atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk
RUPS ketiga.
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Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada butir 12 dan butir 13, dan
penggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir 14, keputusan
RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak
suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

5. Ketua dan Berita Acara RUPS:
a. Apabila dalam Anggaran Dasar Perusahaan tidak ditentukan

lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang Pemegang Saham
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

b. Setiap  penyelenggaraan  RUPS,  risalah RUPS wajib dibuat
dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1(satu)
orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS.

c. Tandatangan sebagaimana dimaksud  pada butir 2, tidak
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta
Notaris.

d. Dalam Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2,
berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan
(termasuk pendapat berbeda/dissenting oponion, jika ada)

6. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan :
a. 1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit

51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perusahaan
menentukan lain.
2. Dalam hak kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan

pemanggilan Rapat kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa
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6. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum, serta RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan
kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

7. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS
kedua atau ketiga dilangsungkan.

8. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya
dilangsungkan.

b. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan
surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak
suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat
diadakan.

d. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

e. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir
dalam Rapat.

f. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

g. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
Sebagaimana dimaksud pada butir 6 tidak tercapai, keputusan
adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini
menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara
mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang
tidak ditandatangani.

h. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil
pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap
dua usulan yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

i. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam RUPS.

j. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan
semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai
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usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Hak-hak Pemegang Saham :
1. Hak Pemegang Saham antara lain adalah :

a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus
bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan satu saham
memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu
suara;

b. memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara
tepat waktu, terukur, dan teratur;

c. menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang
diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen,
dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah
saham/modal yang dimiliknya;

d. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan.

2. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-
hak sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Hak Pemegang Saham sebagaimana butir 1 haruf a dan huruf c,
berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang
mengatur perseroan terbatas.

4. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan
risalah RUPS.

5. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS,
dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan
yang dimaksud.

6. Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir
5, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan
keputusan RUPS secara fisik.

d. Akuntabilitas Pemegang Saham :
Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang
dan tanggungjawabnya.

e. Kewajiban Pemegang Saham :
1. Harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau anggaran dasar.
2. Tidak melakukan kegiatan kepengurusan dan pengawasan

perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris.

3. Tidak memanfaatkan   perusahaan   untuk kepentingan pribadi,
keluarga atau kelompok usahanya dengan  semangat dan cara
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yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
kewajaran di bidang Industri Pupuk.

4. Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris melalui
mekanisme RUPS

f. Tanggung Jawab Pemegang Saham :
1. Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Kinerja Perusahaan selama

tahun takwim, termasuk memutuskan penggunaan keuntungan
Perusahaan dan memberikan Pelepasan Tanggung (act quet de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum
Pemegang Saham paling lambat bulan Juni.

2. Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran
Perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang yang
ditanda tangani Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum
Pemegang Saham yang penyelenggaraannya paling lambat (30)
tiga puluh hari setelah akhir tahun buku.

3. Memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum
Pemegang Saham.

3.2.2 Dewan Komisaris :
a. Pengertian Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
perusahaan.

b. Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris :
Penetapan calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
dilakukan melalui penilaian terhadap calon Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan yang mencakup persyaratan formal &
materiil dan syarat lain yaitu :
1. Syarat Formal Anggota Dewan Komisaris yaitu :

a. orang perserorangan;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pencalonan;
d. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan anak perusahaan dan/atau Perusahaan
dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pencalonan; dan

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara, anak perusahaan,
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam
waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
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4. Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris melalui
mekanisme RUPS

f. Tanggung Jawab Pemegang Saham :
1. Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Kinerja Perusahaan selama

tahun takwim, termasuk memutuskan penggunaan keuntungan
Perusahaan dan memberikan Pelepasan Tanggung (act quet de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum
Pemegang Saham paling lambat bulan Juni.

2. Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran
Perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang yang
ditanda tangani Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum
Pemegang Saham yang penyelenggaraannya paling lambat (30)
tiga puluh hari setelah akhir tahun buku.

3. Memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum
Pemegang Saham.

3.2.2 Dewan Komisaris :
a. Pengertian Dewan Komisaris :
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memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
perusahaan.

b. Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris :
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1. Syarat Formal Anggota Dewan Komisaris yaitu :

a. orang perserorangan;
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d. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan anak perusahaan dan/atau Perusahaan
dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
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2. Syarat Materiil yang meliputi :
a. Integritas dan moral dalam arti yang bersangkutan tidak

pernah terlibat :
 Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang,

dalam pengurusan BUMN / Anak Perusahaan
/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan
bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).

 Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak
memenuhi yang dapat dikategorikan tidak memenuhi
komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Anak
Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan
bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);

 Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan
keuntungan secara melawan hukum kepada yang
bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan
(berperilaku tidak baik);

 Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan
dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang
sehat (perilaku tidak baik).

b. dedikasi;
c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan

yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan; serta
e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya;
f. memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan anak
perusahaan yang bersangkutan

3. Syarat lain, yang meliputi :
a. bukan pengurus partai politik, dan/atau tidak sedang

anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri
sebagai calon legislatif;

b. bukan kepala /wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang
mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala
daerah;

c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi
menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan
yang bersangkutan kecuali menandatangani surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan
tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan;

d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap
dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris kecuali
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menandatangani surat pernyataan bersedia
mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih
sebagai Anggota Dewan Komisaris Anak perusahaan;

e. tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada
Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode
berturut-turut;

f. sehat jasmani dan rohani/tidak sedang menderita suatu
penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas
sebagai Anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan
dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit yang
ditunjuk.

c. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris :
1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris

dilakukan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang

diusulkan  oleh para Pemegang Saham.
3. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya.

4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris, dilakukan
apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan :
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan

dan/atau Negara;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota
Dewan Komisaris;

e. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

f. mengundurkan diri.
5. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan

Komisaris sebagaimana butir 4 huruf a sampai dengan f,
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh
RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh
RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

6. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada butir 3, diberitahukan
kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

7. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana
dimaksud pada butir 4 huruf a,b,c,d dan butir 5, diambil
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setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela
diri.

8. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS,
maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada
Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada
butir 6.

9. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses,
maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

10. Pemberhentian karena alasan sebagaimana butir 4 huruf
c dan e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

11. Antar para Anggota Dewan Komisaris dan antara
Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak
boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan
karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga),
baik menurut garis lurus maupun garis kesamping,
termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

12. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada
butir 11, maka RUPS berwenang memberhentikan salah
seorang di antara mereka.

13. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota
Direksi.

d. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris :
Tugas Dewan Komisaris :
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha
Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan
Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan
Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.

1. Terkait Pemegang Saham & RUPS
a. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan

yang telah dilakukan selama tahun buku berjalan
kepada RUPS ;

b. Mangajukan usulan indikator pencapaian kinerja (Key
Performance Indicator) untuk ditetapkan oleh RUPS;
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a. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan

yang telah dilakukan selama tahun buku berjalan
kepada RUPS ;

b. Mangajukan usulan indikator pencapaian kinerja (Key
Performance Indicator) untuk ditetapkan oleh RUPS;

Pedoman Tata Kelola PerusahaanYang Baik 2016

Hal. 18
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c. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan
realisasi indikator pencapaian kinerja kepada
Pemegang Saham;

d. Mengajukan akuntan publik kepada RUPS
berdasarkan usulan dari Komite Audit.

e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

f. Menyusun program kerja tahunan yang dibuat
terpisah untuk dimintakan persetujuan RUPS
bersamaan dengan RKAP;

g. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai Rencana Jangka Panjang dan Rencana
Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan
Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka
Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan;

h. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai masalah yang dianggap penting bagi
pengurusan Perseroan;

i. Menandatangani laporan tahunan. Dalam hal terdapat
anggota Dewan Komisaris tidak bersedia
menandatangani laporan tahunan, maka harus
disebutkan alasannya secara tertulis.

2. Terkait Fungsi Pengawasan
Dewan Komisaris memberikan pengawasan terhadap
Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan
Perseroan terkait :
a. Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
b. Kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen dengan pihak ketiga;
c. Kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan

sesuai RKAP dan/atau RJP;
d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan;

e. Dewan Komisaris memberikan Nasihat dan Arahan
terhadap Direksi atas implementasi rencana dan
kebijakan Perseroan terkait

 Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan
bisnis;

 Penguatan sistem pengendalian intern;
 Manajemen Risiko;
 Sistem Teknologi Informasi;
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 Pelaksanaan pengembangan karir;
 Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 Pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya;
 Merespon dan menindaklanjuti keluhan dari

Stakeholders
 Kebijakan mutu dan pelayanan;

3. Terkait Pencalonan Anggota Direksi (Nominasi dan
Remunerasi)

a. Mengusulkan kebijakan Remunerasi dan seleksi bagi
calon Anggota Direksi Perseroan dan calon Anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan
Perseroan, serta mengajukan kepada RUPS untuk
disahkan.

b. Mengusulkan calon Anggota Direksi Perseroan
kepada Pemegang Saham.

c. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk
memastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategi
dan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis
organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi
dan promosi.

d. Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem
remunerasi yang transparan berupa gaji atau
honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap
dan insentif yang bersifat variabel.

e. Menyusun kebijakan mengenai pengajuan usulan
remunerasi Direksi kepada RUPS.

f. Menelaah usulan remunerasi Direksi bersama dengan
Komite Audit.

g. Mengusulkan insentif kinerja/tantiem,
mempertimbangkan penilaian kinerja Direksi dan
pencapaian tingkat kesehatan Perseroan.

h. Mengusulkan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas
serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

4. Terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan
Direksi
a. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan Key

Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris
dengan sistem self assessment atau sistem lain
untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan
Komisaris.

b. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai
penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.

c. Mengevaluasi masing-masing kinerja anggota
Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah
rapat Dewan Komisaris.
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d. Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan
dalam laporan tugas pelaksanaan tugas
pengawasan Dewan Komisaris.

e. Menyusun sistem pengukuran dan penilaian
(evaluasi) kinerja Dewan Komisaris individu/anggota
Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan
kepada RUPS.

f. Mengusulkan KPI beserta target-targetnya yang
disampaikan setiap tahunnya kepada RUPS untuk
disahkan.

g. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi,
Dewan Komisaris :

 Menyusun kebijakan mengenai penilaian kinerja
Direksi dan pelaporannya kepada Pemegang
Saham.

 Menelaah kriteria, target dan indikator kinerja
utama yang tercakup dalam kontrak manajemen
Direksi/rencana kerja dan anggaran Perseroan
baik secara individu maupun kolegial dan
menyampaikan kepada Pemegang Saham dalam
laporan tugas pengawasan secara semesteran
atau tahunan.

5. Terkait Pengawasan Manajemen Risiko
a. Melakukan kajian atas efektivitas pengurusan

Perseroan dari aspek manajemen risiko secara
terintegrasi sebagai bahan rekomendasi Dewan
Komisaris.

b. Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi dan
mengidentifikasi serta menilai potensi risikonya.

c. Mengevaluasi tahapan proses manajemen investasi
dan risiko Perseroan, mulai dari identifikasi sampai
dengan pengungkapan serta mitigasi risiko.

6. Terkait Etika Berusaha dan Anti Korupsi
a. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan

atau menawarkan, atau menerima, baik langsung
maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga
kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat
Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai
imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan
tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

b. Mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi
yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dengan
membuat laporan atas harta kekayaan untuk
disampaikan kepada Direksi dan selanjutnya
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dilaporkan kepada Lembaga Pemerintah yang
berwenang.

7. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal
a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian Internal

Perusahaan.
b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor

Internal dan Auditor Eksternal, dengan menilai
Kompetensi, Indepedensi serta ruang lingkup tugas
Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

c. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan
Komite Audit memiliki akses terhadap informasi
mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk
melaksanakan tugasnya.

d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang
disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam
Laporan Keuangan Triwulanan serta Laporan
Keuangan Tahunan.

8. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan
Informasi

a. Melakukan pengawasan agar Perusahaan
mengungkapkan informasi penting dalam Laporan
Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada
pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan
obyektif;

b. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada
Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data
dan/atau informasi Perusahaan;

c. Informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh
sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan
Perusahaan telah memuat informasi mengenai
identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan
Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk
rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku
(rapat internal maupun rapat gabungan dengan
Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau
tunjangan lain yang diterima dari Perseroan.

9. Terkait dengan Pelaporan
a. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan

realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para
Pemegang Saham;
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dilaporkan kepada Lembaga Pemerintah yang
berwenang.

7. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal
a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian Internal

Perusahaan.
b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor

Internal dan Auditor Eksternal, dengan menilai
Kompetensi, Indepedensi serta ruang lingkup tugas
Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

c. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan
Komite Audit memiliki akses terhadap informasi
mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk
melaksanakan tugasnya.

d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang
disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam
Laporan Keuangan Triwulanan serta Laporan
Keuangan Tahunan.

8. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan
Informasi

a. Melakukan pengawasan agar Perusahaan
mengungkapkan informasi penting dalam Laporan
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Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk
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Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau
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9. Terkait dengan Pelaporan
a. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan

realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para
Pemegang Saham;
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b. Melakukan penelitian dan penelahaan atas laporan-
laporan dari Direksi, terutama yang berkaitan dengan
tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;

c. Menelaah laporan-laporan dari Komite Audit dan
Komite Manajemen Risiko.

d. Melaporkan pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko
kepada RUPS.

e. Menelaah laporan triwulanan pelaksanaan RKAP
yang disiapkan Direksi serta memberi
saran/rekomendasi.

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan
tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani laporan tahunan.

10. Terkait dengan tugas dan kewajiban lain
Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

e. Wewenang Dewan Komisaris
Dewan Komisaris berwenang untuk:
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-

dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan
verifikasi dan memeriksa kekayaan Perseroan;

2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang
dipergunakan Perseroan;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat
lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan Perseroan;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah
dan akan dijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan
sepengetahuan Direksi untuk mengikuti rapat Dewan
Komisaris;

6. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

7. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan
Komisaris, jika dianggap perlu;

8. Memberhentikan sementara Direksi, sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar;

9. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit,
jika dianggap perlu dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan;
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10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan
dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan,
jika dianggap perlu;

11. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar;

12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan Anggaran Dasar, dan/atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
1. Kebijakan Umum

a. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan
kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan
Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham
dalam RUPS.

b. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan
tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria
evaluasi formal disampaikan secara terbuka
kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal
pengangkatannya.

c. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris
secara keseluruhan dan kinerja masing-masing
anggota Dewan Komisaris secara individual
merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema
kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota
Dewan Komisaris.

d. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota
Dewan Komisaris secara individual merupakan
salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang
Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk
kembali Anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut
merupakan sarana penilaian serta peningkatan
efektivitas Dewan Komisaris.

2. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu
anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS
sebagai berikut  :
a. Penyusunan Key Performance Indicator (KPI)

bersamaan dengan penyusunan RKAP;
b. Penyusunan Evaluasi Kinerja KPI bersamaan

dengan penyusunan laporan tahunan perusahaan;
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c. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris,
rapat koordinasi, maupun rapat dengan komite-
komite.

d. Kontribusi dalam proses pengawasan Perseroan.
e. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.
f. Komitmen dalam memajukan kepentingan

Perseroan.
g. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS,
serta peraturan lainnya.

g. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris:
1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota

atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu)

orang anggota merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu)
orang anggota maka salah seorang anggota Dewan
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

4. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit
20% (dua puluh persen)  merupakan anggota
Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan
dalam keputusan pengangkatan, yang bebas dari
ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau
Pemegang Saham pengendali atau hubungan
dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

b. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di
departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

c. Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya
dalam  waktu  3 (tiga) tahun terakhir.

d. Tidak mempunyai keterkaitan finansiil, baik
langsung  maupun tidak langsung dengan
perusahaan atau perusahaan lain  yang
menyediakan  jasa dan produk kepada
perusahaan dan afiliasinya.

e. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau
hubungan lain yang dapat menghalangi atau

Pedoman Tata Kelola PerusahaanYang Baik 2016

Hal. 25

c. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris,
rapat koordinasi, maupun rapat dengan komite-
komite.

d. Kontribusi dalam proses pengawasan Perseroan.
e. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.
f. Komitmen dalam memajukan kepentingan

Perseroan.
g. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS,
serta peraturan lainnya.

g. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris:
1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota

atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu)

orang anggota merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu)
orang anggota maka salah seorang anggota Dewan
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

4. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit
20% (dua puluh persen)  merupakan anggota
Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan
dalam keputusan pengangkatan, yang bebas dari
ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau
Pemegang Saham pengendali atau hubungan
dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

b. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di
departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

c. Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya
dalam  waktu  3 (tiga) tahun terakhir.

d. Tidak mempunyai keterkaitan finansiil, baik
langsung  maupun tidak langsung dengan
perusahaan atau perusahaan lain  yang
menyediakan  jasa dan produk kepada
perusahaan dan afiliasinya.

e. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau
hubungan lain yang dapat menghalangi atau

Pedoman Tata Kelola PerusahaanYang Baik 2016

Hal. 25

c. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris,
rapat koordinasi, maupun rapat dengan komite-
komite.

d. Kontribusi dalam proses pengawasan Perseroan.
e. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.
f. Komitmen dalam memajukan kepentingan

Perseroan.
g. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS,
serta peraturan lainnya.

g. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris:
1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota

atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu)

orang anggota merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu)
orang anggota maka salah seorang anggota Dewan
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

4. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit
20% (dua puluh persen)  merupakan anggota
Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan
dalam keputusan pengangkatan, yang bebas dari
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perusahaan dan afiliasinya.

e. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau
hubungan lain yang dapat menghalangi atau



Pedoman Tata Kelola PerusahaanYang Baik 2016

Hal. 26

mengganggu kemampuan Komisaris yang berasal
dari kalangan di luar perusahaan untuk bertindak
atau berfikir secara bebas di lingkup perusahaan.

5. Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Dewan
Komisaris dari kalangan di luar perusahaan, harus
diupayakan agar pendapat pemegang saham
minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan
terhadap kepentingan pemegang saham minoritas
dan stakeholders.

6. Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat nama-
nama anggota Dewan Komisaris, termasuk pula
pekerjaan utama Dewan Komisaris di luar
perusahaan.

h. Masa Jabatan dan  Jabatan Dewan Komisaris
Lowong  :
1. Masa Jabatan Dewan Komisaris :

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama 5
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
Setelah masa jabatannya berakhir, anggota
Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh
RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
a. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila :

Meninggal Dunia;

Masa jabatannya berakhir;

Diberhentikan berdasarkan RUPS dan/atau;

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Dewan Komisaris berdasarkan
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

b. Ketentuan sebagaimana butir 1 termasuk tetapi
tidak terbatas pada rangkap jabatan yang
dilarang dan pengunduran diri.

c. Bagi Anggota Dewan Komisris yang berhenti
sebelum maupun setelah masa jabatannya
berakhir kecuali berhenti karena meninggal
dunia, maka yang bersangkutan tetap
bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya
oleh RUPS.

d. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan
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tembusan kepada Pemegang Saham, Anggota
Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya, Apabila dalam surat
pengunduran diri disebutkan tanggal efektif
kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal
surat diterima, maka dianggap tidak
menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

e. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta
oleh anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima dalam hal  tidak
disebutkan tanggal efektif pengunduran diri,
tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota
Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan
sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut
diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima tanpa memerlukan
persetujuan RUPS.

2. Jabatan Dewan Komisaris, Lowong :
a. Apabila oleh sebab jabatan anggota Dewan

Komisaris lowong maka :

 Rapat Umum Pemegang Saham harus
diselenggarakan dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan,
untuk mengisi lowongan tersebut;

 Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh
berakhirnya masa jabatan anggota Dewan
Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris
yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap
melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan
Komisaris dengan tugasm, kewenangan dan
kewajiban yang sama;

 Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf
b, diberikan honorarium dan
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan
Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

b. Apabila karena sebab apapun juga Perusahaan
tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan
Komisaris, maka :

 Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan itu;
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 Selama jabatan Dewan Komisaris lowong
selain karena berakhirnya masa jabatan,
maka RUPS menunjuk seorang atau
beberapa orang Pemegang Saham atau pihak
lain untuk sementara melaksanakan tugas
Dewan Komisaris;

 Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh
karena berakhirnya masa jabatan, maka
anggota Dewan Komisaris yang berakhir
masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan
oleh RUPS untuk sementara tetap
melaksanakan tugas sebegai anggota Dewan
Komisaris dengan tugas, kewenangan dan
kewajiban yang sama;

 Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan c, diberikan honorarium dan
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan
Komisaris, kecuali Santunan Purna Tugas.

i. Pembagian Kerja Dewan Komisaris :
Pembagian kerja diantara para anggota Dewan
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk
kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu
oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban
Perusahaan.

j. Rapat Dewan Komisaris :
1. Tempat dan Waktu Rapat :

a. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila
diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau
tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

b. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling
sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut
Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

c. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau
beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan
Direksi, atau atas permintaan tertulis 1 (satu)
atau  beberapa    Pemegang  Saham   yang
mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per
sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara,
dengan menyebutkan hal-hal yang akan
dibicarakan.

2. Panggilan Rapat dan Tata Tertib Rapat :
a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan

secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh
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anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika
dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.

b. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

c. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila
semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam
rapat.

d. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil
dalam rapat Dewan Komisaris.

e. Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Dewan
Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan
Komisaris setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.

3. Pimpinan Rapat dan Risalah Rapat :
a. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh

Komisaris Utama.
b. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau

berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

c. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris
yang paling lama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan
rapat Dewan Komisaris.

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling
lama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota
Dewan Komisaris yang tertua dalam usia
bertindak sebagai pimpinan rapat.

e. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus
dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang
dibicarakan (termasuk pendapat
berbeda/dissenting opinion anggota Dewan
Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

f. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua rapat
dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hadir dalam rapat.

g. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris
disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan
dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris
menyimpan salinannya.
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anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika
dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.

b. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

c. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila
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rapat.

d. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil
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4. Ketentuan, Keputusan dan Musyawarah Rapat :
a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

b. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan
Komisaris tidak berhak mengambil keputusan
kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau
wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui
penambahan mata acara rapat.

c. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat
diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis
yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

d. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat
mewakili seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya.

e. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris
diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

f. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai
mufakat, maka keputusan rapat Dewan
Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.

g. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)
suara untuk anggota Dewan Komisaris yang
diwakilinya.

h. Suara blanko atau suara yang tidak sah
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat.

i. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat
adalah yang sama dengan pendapat pimpinan
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan
mengenai pertanggungjawaban, kecuali
mengenai diri orang, pengambilan keputusan
rapat dilakukan dengan pemilihan secara
tertutup.

j. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui
hasil keputusan rapat.

k. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan
hasil pemungutan suara belum mendapatkan
satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang
terhadap dua usulan yang memperoleh suara
terbanyak sehingga salah satu usulan
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memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yan dikeluarkan.

l. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.

k. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi :
1. Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik

mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) bulan. Rapat Dewan Komisaris
dengan Direksi diadakan di tempat kedudukan atau
di tempat kegiatan usaha perusahaan.

2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dan Direksi
dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama,
atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Komisaris Utama, dan disampaikan dalam
jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat
tersebut harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat.

3. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi adalah sah jika
dihadiri oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama
atau wakilnya dengan surat kuasa, dan dapat
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat,
apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua)
jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris
dan Direksi diambil dengan musyawarah untuk
mufakat.

5. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai
kesepakatan, maka keputusan rapat Dewan
Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.

6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang
diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris dan
Direksi, harus dibuat suatu risalah rapat yang
ditanda-tangani oleh Ketua rapat Dewan Komisaris
dan oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk.

l. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi :
1. Menelaah dan menyetujui rencana yang diusulkan

Direksi.
2. Mengadakan pertemuan dengan Direksi minimal 1

(satu) bulan sekali atau pada saat tertentu apabila
diperlukan.

3. Menyampaikan hasil keputusan rapat Dewan
Komisaris kepada Direksi apabila Direksi tidak hadir
dalam rapat tersebut.
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4. Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan
keuangan perusahaan, sistem pengendalian
manajemen, sistem manajemen risiko yang dikelola
dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

5. Menerima informasi mengenai hasil keputusan
Rapat Direksi.

m.Hubungan Dewan Komisaris dengan Pemegang
Saham :
1. Secara periodik Dewan Komisaris memberikan

informasi perkembangan perusahaan, baik
perkembangan positif maupun yang negatif.

2. Bersama-sama dengan semua anggota Direksi,
seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani
Laporan Tahunan perusahaan untuk disampaikan
sebagai pertanggung-jawaban tahunan kepada
RUPS.

3. Menginformasikan rencana strategis perusahaan.

n. Remunerasi Dewan Komisaris
1. Jenis Penghasilan

Penghasilan anggota Dewan Komisaris terdiri dari :
a. Honorarium
b. Tunjangan yang terdiri dari :

 Tunjangan hari raya;
 Tunjangan Transportasi
 Asuransi purna jabatan

c. Fasilitas yang terdiri dari :
 Fasilitas kesehatan
 Fasilitas bantuan hukum; dan

d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam
Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan
berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long
Term Incentive/LTI).

2. Honorarium
Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan
dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut :
a. Komisaris Utama : 45% dari Direktur

Utama
b. Anggota Dewan Komisaris : 90% dari

Komisaris utama

3. Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Dewan
Komisaris ditanggung dan menjadi beban
perusahaan.
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berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long
Term Incentive/LTI).

2. Honorarium
Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan
dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut :
a. Komisaris Utama : 45% dari Direktur

Utama
b. Anggota Dewan Komisaris : 90% dari

Komisaris utama

3. Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Dewan
Komisaris ditanggung dan menjadi beban
perusahaan.
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Hal. 33

4. Tunjangan
a. Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu)

kali Honorarium
b. Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20%

dari Honorarium
c. Bagi anggota Dewan Komisaris yang selama ini

diberikan Fasilitas kendaraan, dapat tetap
menggunakan Fasilitas tersebut sampai dengan
berakhirnya masa jabatan anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan dan kepada
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
tidak diberikan Tunjangan transportasi. Anggota
Dewan Komisaris yang tidak memperoleh
Fasilitas kendaraan sebelum berlakunya
Peraturan menteri ini dan yang diangkat setelah
Peraturan menteri ini, tidak diberikan Fasilitas
kendaraan namun diangkat setelah Peraturan
menteri ini, tidak diberikan Fasilitas kendaraan
namun mendapatkan Tunjangan transportasi.

d. Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan
anngota Direksi, mutadis mutandis berlaku bagi
penetapan asuransi purna jabatan anggota
Dewan Komisaris.

5. Pajak atas tunjangan anggota Dewan Komisaris
ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

o. Fasilitas

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan
Fasilitas sebagai berikut :
 Fasilitas kesehatan; dan
 Fasilitas bantuan Hukum

2. Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota
Direksi, mutadis muntandis berlaku bagi Fasilitas
kesehatan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal
seseorang menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris pada lebih dari satu BUMN dan/atau
pada anak perusahaan/perusahaan patungan,
maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan
satu Fasilitas kesehatan.

3. Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum
anggota Direksi dan mantan anggota Direksi,
mutatis mitandis berlaku bagi Fasilitas bantuan
hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta
mantan anggota Dewan Komisaris.
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